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Di Kota Denpasar
ada 11 puskesmas,

namun belum
diketahui berapa

yang sudah
memiliki izin
mendirikan

bangunan (lMB).

DENPASAR, NusaBali
Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 75 Tahun 2OL4 ten-
tang Pusat Kesehatan MasYara-
kat (Puskesmas), mewajibkan
pada 2016 mendatang seluruh
puskesmas harus memiliki izin
mendirikan bangunan (lMBJ.
Keharusan ini menjadi kejutan
tersendiri bagi puskesmas.

"Ya ada aturan baru terkait IMB
untuk puskesmas. Dan kami di
Denpasar sedang berproses untuk
pengurusan izin itu," tutur KePala
Dinas Kesehatan Kota DenPasar

dr Luh Sri Armini saat ditemui di
ruang kerjanya, Jumat (25/9).

Dijelaskannya, di Dgnpasar ter-
dapat 1 1. puskesmas yang tersebar
di empat kecamatan. Namun dia
belum tahu berapa jumlah pusk-

esmas yang telah memiliki IMB.
Terkait IMB tersebut, di-

jabarkan dalam pasal 26-28Bab
V tentang perizinan dan regis-
trasi. Setiap puskesmas wajib
memiliki izin untuk menYeleng-

garakan pelayanan kesehatan'
izin diberikan oleh Pemerintah
kabupaten/kota Yarlg berlaku
untuk jangka waktu 5 flima)
tahun dan dapat diPerPanjang
selama memenuhi PtirsYaratan.
Untuk memperoleh izin, fePala
dinas kesehatan kabuPaten/
kota mengajukan Permofronan
tertulis kePada buPatii/rya-
likota melalui satuan ker:jg Pada
pemerintah kabuPaten/kota
yang menyelenggarakan Periz-
inan terpadu dengan mel4mPir-
kan dokumen beruPa fotokoPi
sertifikat tanah ataurbuldti lain
kepemilikan tanah Yang sah;
fotbkopi izin mendirikan ban-
gunan (lMB); dokumerl Pen-
gelolaan lingkungan sesqai ke-
tentuan peraturan Perundang-
undangan; surat kePutusan
dari bupati/walikota terkait
kategori puskesmas; studi ke-
layakan untuk PuskesmaS Yang
baru akan didirikan ataq akan
dikembangkan; profil P$skes-
mas yang meliputi asPek,lokasi,
bangunan, prasaranai Peralatan

kesehatan, ketenagaan, dan
pengorganisasian untult Pusk-
esmas yang mengaluKan per-
mohonan perpanjangan izin.

SelanjutnYa juga diatur, jika
dalam hal permohonan izin,flitolak
pemberi izin harus mem$erikan
alasan penolakan yang disarnpaikan
secara tertulis kePada Pemohon.
Selanjutnya Pada Pasal 28 aYat L

diterangkan setiap puskesmas yang

telah memiliki izin waiib melakukan
regisffasi. Regisu'asi diajukan oleh

kepala dinas kesehatan kabupaten/
ko-ta kepada Menteri setelah mem-
oeroleh rekomendasi dari dinas
i<esehatan provinsi.

Meski diberikan beba'n tam-
bahan dalam mengurus IMB, dr
Sri Armini berharaP Pus\esmas
tetap mampu menYelengghrakan
upaya kesehatan masYarakat dan
upaya kesehatan Perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih-
mengutamakan upaya Promotif
dan preventil untuk mencaPai
derajat kesehatan mafyara-
kat yang setinggi-tinggipYa di
wilayahkerjanya.6n 

l

, . NUSABALI/HENDRA

PUSKESMAS I Denpasar Tiniur di Jalan Nusa Indih, Denpasar, Jumht (2519)

siang. Pada 2016 mendatang, seluruh puskesmas harus memiliki IMB'
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Sumber daya manu- Komisi Xl DPR RI, I Gusti Agung
Rai W[rajaya saal memberikan
sambuhan dalam sosialisasi Kebi-
jakan pana Desa yang bertempat
disebu[h hotel di Lovina, BLrleleng

lrrmat l(25l9). Sosialisasi dihadiri
langsuirg Menteri Keuangan {Melt-
kuJ Rt panrbang BS Brodlonegoro.
Hadirloula dalam aczlra terse-
but Blripati Buleleng Putu Agus
Suradiryana didampingi Wakil
Bupatf Nyornan Sutiidra, Ketua
DPRD'Buleleng Gede Supriatna
dan ratusan perbekel desa serta
pirnpitran SrFn lingkup Pemkab
Bulelqng.
' RaiWirajaya mengaku khawatir

ketel{doran mencermati regulasi
dalarri pengelolaan dana desa itu,
akan menyeret perbekel tlan aPamt
desa lebih banyak ke proses hu-
kum. bi sarnping itu, kecerbohan
adminsitrasi keuangan juga ber-
potensi timbulkan permasalahan
bagi aparat. Rai WirajaYa Pun
meminta agar pemerintah daerah
menyiapkan tenaga khusus sebagai
pendamping aparat desa dalam'
pengelolaan dana desa tersebut.
Disamping itu, pet'an Pengawasan
dan kontrol dari Badan Pemerik-
sa {euangan (BPK) dan Badan

sia di pemerintahan
desa, hampir seba-

gian besar belum
berpengalaman

kelola dana yang
besanldengan keten-
tuan yang ribet seh-
ingga kerap terjerat

masalah hukum.
SINGAMJA, NusaBali
Pengelolaan dana desa cukup

rawan menyeret perbekel dan
aparat desa lainnya ke proses
hukum. Masalahnya, disamping
dana yang cukup besar, pengelo-
laanya iuga harus mengacu pada
regulasi dan plogrant kerja yang
tepat. Sedangkan sumber daYa
manusia [SDM) di pernerintahan
desa, harnpir sebagian besar belum
berpengalarnan kelola dana yang
besar dengan ketentLlan yang ribet.

Situasi itu pun diakui anggota
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persoalan hukum. "G{nakan da4a
itu dan ikuti aturan yafrg ada kalau
tidak mengerti konsultasikan, se-
hingga akhir tahun arlggaran bisa
d ipertanggu n gj awabkf n dan tidak
ada persoalan hukum fli kemudian
hari," katanya. 

I

Menku Bambang juf,a menjelas-
kan, dana desa itu akair disalurkan
ke rekening pemeritahlkabupaten/
kota, untuk diteruskar{ke rekening
masing-masing desa.,[ana desa itu
dapat dirnanfaatkan I[epentingan
infrastruktur; progrhm dengan
sistem swakelola, d{n program
menciptakan lapangafr pekerjaan
di desa itu sendiri. I

Sementara di sisaltahun ang-

$

. KADEK SUKABA

MENKEU Bambang
Singaraja,, Jumat. ,

(tengah) dalam acara ialisasi di
'. garan desa segara menyusun pe-

laporan untuk rnempqrtanggung-
Pemeriksa Keuangan pemerintah
[BPKPJ diharakan dilakukan lebih
ketat, sehingga potensi keteledoran
dan kecerobohan perbekel dan
aparat desa bisa diantisipasi lebih
dini. "Saya minta diawasi dengan
sebaik-baiknya. Kasihan perbekel
tefseret kasus hukum gara-gara
kesalahan administrasi atau karena
tidak paham regulasinya," katanya.
, Sementara Menkr,r Bambang

Brodjonegoro mengingatkan kem-

--tt-- laporan untuk rnempqrtanggung-
bali agar perbekel dan aparat iawabkanpemanfaatandanadesa
desa yang tidak paham dengan sesuai regulasi dan tidak s.ampli
regulisi dilam pengelolaan dina memunculkanpersoalanhukumdi

desa tersebut lebih aktif berkon- kemudian hari. "Saya rninta danan-

s uttas i dengan p.-..in t"t t"- f l1l91"jl:':f '19:13:ll' ::9:ll
bupaten atJu yang membidangi 9:li-:1""X:1jl',!ilffi:ilJi|
persoalan tersebut. Pola tersebut'lr""i"ttiiil*, i.f,l"gU, iffri.ir-
dinyakini pengelolaan dana desa hunanggaran6isadipf,rtanggung-
akan sesuai dengan harapan dan iawabtia-n dan tidak ada persoalan
tepat sasaran) sehingga ridak ada hukum di kemudian haii," irnbuh
perbekel dan aparatdesa ierse!et- Bambans Brodiqrregqs.Ell !!19

z

t
{rr
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BansosoTek frisa Cair,

Dialihkr! Keqiatan Lain

Sebagran dewan
bersikeras dana

Bansos Rp 23 miliar
yang batal pencairan

itu diluncurkan
ke APBD 201G.

Bukgrnya dialihkan
'untuk kegiatan

lain karena rawan
penyalahgunaan

terkait Pilkada.

AMLAPURA, NusaBali
Dana bantuan sosial fbansos)

di Karangasem yang sebelumnyi
dianggarjan sebesar Rp 23 miliaa
dipastikan tak bisa dicairkan sehu-
bungan dengan berlakunya UU No
23 tahun 2014.Danaitu kemudian
dialihkan untuk mendanai beragam
kegiatan lainnya. Namun haf itu
justru mengundang kecurigaan dan
kekhawafiran sebagaian kalangan.

. Sebab, kegiatan tersebut yang
berlangsung selama tatrun Zbt5,

Khawatirkan Rp zSMIadi

'PelicidPilkada

ttll4gAr Bupati tB Ngurah Arda (kanan) usai memimpi" *lili-#iilrlll
DPRD Karangasem membahas ApBD perubahan ZOtS, Oi bpRO, Lrmii fZSfgi

lrng-t"*"-u* a".i epsD p"*b, ffi.k* *r"
han 2015,dicurigaisebagai'pelicin' ke ApBD zbrc. u^lir, ti.un*-r."p
PilkadalGrangasem.Realisasiuang usai Rapat paripurna puilgur"n"i
ralcyatpunterancamsaratdidomp- RpSO perulahan 2015, ait"aunr.
lengrkepentingan politik DpRD IGrangasem,Jumi

Wakil Ketua DPRD Karangasem ,,Kami 
me-ngrnginkan

Ida Bagus Adnyana, mengatakan sos yang gagal ca"iA dikr
sejakawalpihaknyabersikerasagar untuk dialollsihn di APBD 2016.
danabansos Rl__23 miliaryangbatal Dari pada terpasang untuk penda_
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naan kegiatan, mw?n didomplengi
kepentingan Pilkada lhrangasemj'
jelas IBAdny"na, Mengingatkurang-
nya jumlah anggota dewan yang
mengliritisi dana bansos, saat pem-
bahasan sebelumnya, kata IB Ad-
nyana. sehing;a dirinya menolak
ikut rapat, bersama Wakil Ketua
DPR-D lainny".

Secara terpisah Wakil Ketua
DPRD I Made Wirta, secara diplo-
matis mengungkapkan dirinya
absen di pembahasan dana bansos
sebelumnya, karena ada umsan lain.
"SaF permisi, untrk kepentingan di
masjrarakat, bukannya saya mem-
boikot rapat. Kalau bansos akh-
irnya disepakati untuk mendanai
kegiatan, ya tidak masalah," elaloya.

Anggota I Wayan Sumatra, justru
menanggapi sinis atas berbeloloy'a
penggunaan anggaran bansos un-
tuk mendanai kegiatan. "Baru kali
ini ada APBD Perubahan, kegiatan-
nya cukup banyak' ucap Sumafa.

Ketua Komisi I DPRD I Komang
Sudanta dikonfirmasi mengenai
nasib dana bansos untuk alat pelu-
mas Pilkada Karangasem, me-
nyarankan agar tidak terlalu wlgar
melayangkan kecurigaan. "Saya

I

I

tidJ< rnPnuduh, ke arah ihr, untuk
keppfrtingan Pilkada lkrangasem,
lebr}rllanjut tanyakan saja kepada
pinlpinani' pinta sudanta, politisi
PDIP dari Banjar/Desa TeEpningFh,
Kechmatan Karangasem.

Ketua DPRD I Nengah
menanggapi beralihnya

Rp 23 miliar untuk menda-
kegiatao l€rcna telah

pembahasan dan kegiatan
Musrenbangda

Rencana Pembangu-
Daerah). "Tidak ada kegiatan

politik, untuk ke-
pilkada, murni untuk

hasil Musrenbangda, di
kecamatail," bantah Sumardi,

I Gede Adnya Muliadi
pengalokasian ang-

bansos jadi kegiatan, telah
pembahasan birsama.

ada indikasi untuk kepent-
Pilkada Karangasem," bantah.
rapat kemarin dipimpin IGt-

PRD Sumardi, dan dari jaiaran

dipimpin Penjabat Bupati
Ngurah Arda" 6 k16

2

_l
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Kasus Dugapn Mark Up
Lahan By Pa$s IB Mantra

I(ejati Beber
Tiga Tersangka Baru
DENPASAR NusaBali

Se.telah menetapkan ter-
sangka berinisial BW [pemilik
tanahJ kasus dugaan markup

. dalam pembebdsan lahan By
Pass Prof IB Mantra, Gianyar;
penyidik kembali membeber
tiga tersangka baru dalam
kasus ini.

Tiga tersangka baru terse-
but yaitu I Gede WB (Kepala
Desa Kerama$; I Wayan SD

fKepala Dusuri Palak, Kera-
mas) dan I Made SR fKadus
Palakl. "Total sudah ada em-
pat tersangka dalam kasus
inii' jelas sumber di Kejaksaan
Iinggi [Kejati) Bali, setelah
melakukan gelar perkara
[ekspose), kemarin.

D i j elaskannya, tersangkut-
,rya kepala desa dan aparat
,lesa tersebut berawal saat
3W rnenjual tanah yang akan
riipakai kepada seseorang
l<eturunan Tionghoa. Setelah
ada kabar pembebasan lahan,
BW kembali mengklaim tanah
tersebut dan membuat sertifi-
l<at di BPN Gianyar.

Dalam pembuatan sertifi-
kat inilah diduga aparat desa
tlan dusun setempat ikut

ibat dengan menandalan.
ni rekomendasi ke BPN.
dak lama setelah itu, BPN

sertifikat atai
rah tersebut yang langsung
ual oleh BW kepada orang
n. "ladi BW ditetapkan
bagai tersangka karena

aset negara sehingga
batkan kerugian neg.

ra. Sementara pihak dusun
an desa terlibat karena ikut
ndatangan rekomendasi,"

)alam gelar perkara, sem-
terjadi perdebatan terkait

pejabat BPN Gianyar
m kasus ini, Setelah-di-

debat panjang, akh-
pejabat BPtrt teisebut

rekomendasikan sebaeai
rsangka. "Hasil gelar akh-
ya merekomendasikan

pejabat BPN tersebut sebagai
tersangkai pungkas sumben

Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali, Ashari Kurniawan
yang dikonfi rmasi pada f urnar
f25l9J ridak bisa dihubungi.
Namun beberapa waktu lalu,
gshari sempat membenarkan
terkait penetapan tiga ter-
sangka baru ini. 6 rez

5
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PENJABAT Bupati Tabanan berikan kenang_kenangr" d.#ti#ijilKeuangan, Bambang Brodjonegoro saat kunjuigan ke iabanan, Jurnut tZSTgt.
kewenangan dan cakupannya ber-
beda. Karena itu di dalam SI(B kami

Dana

Menkeu Sosialisasikan

Desa ke PEIb e
1,
1\e Se abanan

digunakan
pemerintah pusat dengan konsep
Nawacita ingin membangun In-
donesia dari pinggiran. "Gunakan

TABANAN, NusaBali
Kementerian Keuangan RI

melakukan sosialisasi penggunaan
dana desa di Kabupatin T?b"nan,
Jumat (25/9). Acara sosialisasi vang
berlangsung di Kantor nupati TJ
banan itu dihadiri langsung Menteri
Keuangan, Bambang 

*BrodJonegoro

dan anggota Komisi)il DPRRI,I Gusti
AgungRai Wirajaya.

Ir4enteri Bambang mengakui se-
jauh ini penyaluran danadesa belum
optimal. Hal itu disebabkan oleh be-
lum siapnya desa membuatprogram
yang dituangkan ke da.lam ApBDes.
"Karena tahun anggaran sel<arang
ini tinggai beberapabulAn lagi, kami
di Kementerian Keuangan bersama
Kerhenterian Dalam Negeri, dan
Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertingal dan Transmigrasi
membuat SKB [surat keputusan
bersamaJ," jelasnya.

dan menyusun ran pertang- dana desa sebaik "katanya.
gungjawaban satu

Pihalmyamengaa
ini masih ada ke

sampaisejauh
dengan contoh sederhana

SI{B terse-

rn dari
dalamseperti terlampir

but " imbuhnya. dan penyu-
itu, kami diKarenadana inimenyangkut

keuangan negara, memiliki
tanggung jawab yi
"Kami ridak ingin

harus dipikul.

sesuatunya
tidak bisa d

rembuat segala
rumitsehingga

carkanpencairan
Demi melan-

9gtasKetig"
penyusunan

menteri itu d Sehingga proi-
sederhana. Ka-

sesak di
esnya menjadi leb
lau membuatApB

upaten," im-

\qbgpqlglr tenlu
seperti APBD

BupatiTa-n sulit karena
secara sing-

bTabanan
melaksanakan

desa dengan
yang ada.

dilakukan di

Intinya dalam surat itu diputus-
kan bupati dan walikota membantu
dan membimbing desa menyusun
APBDes. Serta menyrrsun rencana
pembangunan jangka menengah
desa dan rencana keria tahunan
desa. "Kemudian segera menetapkan
Peraturan Bupati atau Peraturan
Wali Kota mengenai pengelolaan
keuangan desa.l{epali de'sa (per-
oeKeu Juga dtharapkan segera me-
!yU!!L@n melelqpk3n ApB Des

ngantelmis
para perbekel

Tabanan. Dise-
nan tahun
dari pusat

antara Rp 264 ju
Rp 319 juta lebih, Dalam
pengaturannya, Tabanan
telahmenerbitkan
Tahun 2015 tenta

Nomor19
tata cara pem-

bagian, penetapan,
desa tahun 2015.

rincian dana

dilakukan secara
tiga kali. "

duatahap, seban-

sunan APBDes. "
Komisi )fl sempat
kerja dengan BPK
menegasKan agar
gan dari BPK dan
nantinya kami
ada pe
APBDes, lapas
masing-masing
buhnya.

Sebelumny4l
banan I Wayan
katmenyebutkan,
telah berkom
pengeiolaan keuar
berpedoman pada
Beberapa upaya
antaranya,melalui
dan pelatihan ba
dan BPD fBadan
Desa] se-
butkan, Ikbul
ini menerima
sebesar Rp 37,6

"Masing-masi

yakB0 persen," E Cr55

7
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Pemkab Tabanan Diminta Stop

Pembangunan di WBD latiluwiF
* Gubernur Harap Status \4/BD Beri Manfaat

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat terima Ketua Pusat Penelitian
Subak Unud, Prof Dr lr Wayan Windia (kiri), di Denpasar, Jumat (2519) pagi'

DENPASA& NusaBali
Ketua Pusat Penelitian (Puslit)

Subak Unud, Prof Dr Ir I Wayan
'Windia, meminta Pemkab Tabanan
hentikan kegiatan pembangunan
lahan parkir yang dianggap meru-
sak kawasan Warisan Budaya Dunia

[WDBJ SubakJatiluwih di Desa f atilu-
wih, Kecamatan Penebel. Kalau tidah
pihaknya langkat tangan jika sampai
status WBD dicabut UNESCO.

Penegasan ini disampaikan Prof
Windia seusai bertemu Gubernur
Made Mangku Pastika di Kantor
Gubernuran. Niti Mandala Den-
pasar, fumat (25/9) pagi, untuk
membahas persoalan WBD Subak
Jatiluwih. Dalam pertemuan dengan
Gubernur Pastika, kemarin, Prof

Windia melaporkan kondisi di WDB
Subak fatiluwih. Disampaikan juga
beberapa pemikiran Puslit Subak
Unud. Prof Windia menyampaikan
sejumlah persoalan yang mengan-
cam keberlangsungan subak di Bali
secara umum, utamanya yang sudah
terdaftar sebagai WBD seperti Subak

Jatiluwih.
Saat ini, kata Prof Windia, ada

23 subak masuk WBD. Dari jumlah
itu, sebanyak 20 subak di antara-
nya berada di kawasan Daya Tarik
Wisata IDTVYJ Jatiluwih. Sedangkan
3 subak lagi berada di hulu Daerah
Aliran Sungai (DAS) Tukad Pakerisan
Gianyar.

Benamhung ke Hal-l 5 Kolom I

Edisi

Hal
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Pemkab Tabanan Diminta Stop

Pembangunan di WBD Jatiluwih

Menurut Prof Windia, telah
terjadi pemekaran subak di Desa

Jatiluwih. PihaknYa meminta
pemerintah supaya Pemekaran
ini disahkan, agar lebih daPat '

mengendalikan Pengawasan
dan plmbinaan. "Namun, harus
tetap dengan PersYaratan dibuat
awre-awie (aturanJ untuk mela-
rani alihTu-nesi lahan sawah di
kar.iasan subak itu sendiri, den-
gan menerapkan sanksi tegas,"
uiar Prof Windia.- 

Prof Windia menYebutkan,
di WDB SubakJatiluwih saat ini
ada pelanggaran OPerational
Guidelines UNESCO, Yang men-
qarnanatkan bahwa seluruh
[egiatan pembangunan ha-
rus mendaPat nota catatan dari
badan dunia tersebut. "Perkem-
bangan terakhir, tercaPai kes-
epakatan untuk men-statusquo-
kin rencana pembangunan itu
[parkir dan restoran)," katanYa.-- 

Prof Windia menYebutkan,
meskipun terus mendorong
supaya Subak Jatiluwih dise-
lariralkan dari buldoser untuk
pernbangunan lahan Parkir dan
iestoran, namun PihalmYa bukan-
lah eksekutor. PihaknYa hanYa
bisa mengimbau. Kalau Penjah-at

Bupati Tabanan, WaYan Sugiada
tidik tegas dan tak bertindak kata
dia, maka Puslit Subak Unud tak
bisa melakukan apa-apa.

"Kami bukan eksekutor. Ke-
wenangan itu ada di BuPati
Tabanan. Kalau tetaP ngotot
mengganggu Subak Jatiluwih,
terserahlah. Bisa dicabut status
WBD itu oleh UNESCO. Pekan
depan, tim UNESCO fakarta akan
ter:jun ke Jatiluwih. Setelah itu
tim UNESCO Paris akan menyu-

sul datang bulan dePan," tegas

dakar subak dari DePartemeh
Sosial dan Ekonomi Fakultas
Pertanian Unud ini.

i Menurut ProfWindia Pemkab
T$anan yang seharusnYa dengan
teAas melarang kegiatan boludus-
eidiwgo subak latiluwih. Selain
itu, Kadis KebudaYaan Provinsi
Bali, Dewa Putu Beratha, Yang
sudah sempat turun seharusnya
bias menekan Peniabat BuPati
Tabanan untuk bertindak tegas'

"Kalau Peniabat BuPati Ta-
banan memang tunduk dengan
pimpinan, harusnYa aturan-
iturin yang digariskan UN ESCO

dilaksanakan, bukan dilanggar.
Yang menandatangani WBD

. Subak fatiluwih kan BuPati Ta-
banan dan Gubernur Bali. Malu
kita dengan UNESCO' Kalau
rusak, tidak ada lagi WBD. Kalau
masih ada aktivitas [bolduser),
kami minta distoP saja," katanYa.

ProfWindia juga mohon Para
pemangku kePentingan untuk
memberi perhatian terhadaP
keselahteraan Para Petani Yang
memegang Peran Paling Penting
dalam meniaga keberlangsun-
qan subak. Sebab, tanggung
iawab vang harus diemban oleh
para petan-i sangat beral Sela.in

masalah kesejahteraan, mereka
iuga masih harus menanggung
be-ban pajak dan kendala oP-
erasional sePerti keterbatasan
air."Kami berharaP Petani subak
bisa diberikan bebas Pajak sam-
pai 1.00 persen," Pintanya.- 

Untuk kelangsungan subak
di Bali, lanjut dia, jangan ada
perlombaan yang seremonial
saja dan hanYa membuat Pet-
ani tidak berkutik, karena ha-
rus menanggung beban lomba
tersebut. "Lomba dengan ser-
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emonial jangan diadakan. Berat
bagi petani menanggung beban
itu," katanya seraya menyatakan
pihaknya lEbih setuju kalau
bantuan subak dit[ngkatkan
etiap tahun, di mana besaran'
nya disesuaiakan dengan luas
kawasan subak.

Sementara, Gubernur Pas-
tika menegaskan komitmennya
untuk mengakomodasi harapan
dari tim peneliti. Hanya saja,
pelaksanaannya tetap harus
mengacu pada ketentuan perun'
dang-undangan yang berlaku.

Gubernur Pastika juga ber-
harap penetapan subak sebagai
salah satu Warisan Budaya
Dunia (WBD) oleh UNESCO,
bukan hanya menjadi kebang-
gaan belaka. Pastika ingin status
WDB itu dapat mengangkat
kesejahteraan para petani. "Ti-
dak ada gunanya jika label yang
diberikan hanyajadi sebuah ke.
banggaan, tapi tak mendatang-
kan manfaat bagi masyarakat
Bali," ujar Pastika yang dalam
pertemuan kemarin didampingi
didampingi Plt Karo Humas Set-
da Provinsi Bali Ketut Teneng
Kadis Pertanian Bali IB Wisnu
Ardana, dan Kadis Kebudayaan
Bali Dewa Putu Beratha,

Terlepas soal status subak
yang sudah mendapat penr'
gakuan dunia, secara prinsifl
Pastika mendukung penull
upaya pelestarian lembagd
pengairan tradisional ini. Ka-
renany4 Pastika menyampaikan
apresiasi dan terimakasih atas
penelitian yang dilakukan pihak
Unud. Menurut Pastika, upaya
pelestarian subak dan kompo-
nen budaya lainnya merupakan
pondasi dari cita-cita untuk
mewujudkan Bali Mandara,

Bali yang Agung. "Karena itu,
upaya untuk melestarikan akar
budaya Bali patut hta dukung"
tegas Pastika.

Hanya saja, dukungan yang
diberikan.jangan sampai men-
jadi bumerang dan justtu jadi
perusak. Menurut Pastika, du-
kungan dalam bentuk uang
kerap menjadi ancaman bagi
keberlangsungan lembaga ber-
sangkutan, karena tidak mampu
dikelola dengan baik

Sementara itq Penjabat Bu-
pati Tabanan Wayan Sugiada
belum bisa dikonfirmasi ter-
kait permintaan Puslit Subak
lJnud untuk stop pembangunan

1di WBD Subak fatiluwih. Saat
ldihubungi per telepon, jumat
lkemarin, ponselnya dalam ke-
I adaaan tak aktif.i Sedangkan Sekda Tabanan,
Nyoman Wirna Ariwangsa, men-

legaskan pihaknya tidak pernah
mengizinkan pembangunan apa
pun di DTW Jatiluwih, termasuk
pembuatan parkir. "Kita tak
pernah mengizinkan pemban-
gunan itu. Sehingga, kita juga
tidak bisa menghentikannya.
Situasi di lapangan, masyarakat
menginginkan seperti itu frnem-
lbangun parkir)," sebut Wirna
Ariwangsa kemarin.
I Menurut Wirna Ariwangsa,
saat melakukan sidak ke latilu-
wih, Senin $a/!lalu, Penjabat
Bupati Tabanan menegaskan
,akan melakukan kajian lebih
'komprehensif melibatkan semua
unsur unhrk selesaikan kisruh.
Penjabat Bupati Tabanan juga
sudah keluarkan surat edaran
tidak boleh ada pembangunan
fisik apa pun di DTW fatiluwih,
sebelum ada Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR).6 naik2l
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